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ABSTRAK : - bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  proses  reformasi birokrasi dan rencana 

aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi 

kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan; 

- bahwa untuk menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu 

menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi. 
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-  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan ini  diatur tentang: 

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Banggai Kepulauan. 

 

CATATAN :  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Februari 2022. 

- Lamp.: 10 hlm. 
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